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MOTTO 

 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia,supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

adalah maha mendengar lagi maha melihat” (QS. An-Nissa’: 58)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-qur’an Tajwid dan Terjemahan, Magfirah Pustaka,Jakarta,Hlm.87 
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RINGKASAN 

 Perlindungan terhadap anak untuk menjamin keberlangsungan tumbuh 

kembang anak telah dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang–

undangan dan melalui peran orang tua secara langsung dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih sering terjadi 

tindak pidana terhadap anak yang terjadi. Terutama tindak pidana terhadap 

anak.Salah  satu perkara pidana yang menarik untuk dikaji adalah perkara pidana 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/ PN Arm. 

Berkaitan dengan kasus pidana yang tersebut diatas, terdapat hal yang perlu 

dianalisis terutama dalam kasus perkara ini terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut 

umum dengan dakwaan alternatif dengan  dasar hukun Undamg – Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan ke satu primair terdakwa 

didakwa dengan Pasal 81 ayat 1, dakwaan ke satu subsidair terdakwa di dakwa 

dengan Pasal 81 ayat 2 dan dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 82  

Undang – Undang tersebut di atas.Dalam persidangan pertimbangan hakim 

menyatakan bahwa, terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang 

didakwakan oleh jaksa penuntut umum karena adanya perbedaan keterangan saksi 

korban dalam berita acara pemeriksaan yang terdapat dalam dakwaan dengan 

keterangan saksi korban pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena 

itu, mengindahkan keterangan saksi korban yang dalam perkara ini menjadi satu-

satunya orang yang mengalami, melihat dan menderita langsung sebagai korban, 

hakim juga menjadikan pertimbangan keterangan saksi ahli mengenai hasil visum 

etrepertum beserta penjelasanya yang telah diperiksa dan disumpah keterangannya 

seperti anak  korban dalam persidangan.Dalam putusan tersebut hakim tidak 

mengindahkan keterangan anak korban dan alatbukti hasil Visum et Repertum 

anak korban. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menganalisis Putusan 

Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm. Permasalahan 

dalam skripsi ini meliputi 2 (dua)hal yaitu: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim 

tidak mengindahkan keterangan saksi sebagai anak korban sudah sesuai dengan 

Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP? (2) Apakah pertimbangan hakim yang 

menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan 

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak? 

 Tujuan penelitian skripsi ini, (1) untuk menganalisis pertimbangan hakim 

yang tidak mengindahkan keterangan anak korban dalam Putusan Nomor: 35/Pid. 

Sus./2015/PN-Arm dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP. (2) 

Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan 

kepada anak dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Manfaat yang ingin dicapai dari 

penulisan skripsi ini adalah bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi 

perkembangan keilmuan Hukum Pidana khususnya penerapan norma dalam Pasal 

185 ayat (6) huruf b KUHAP dan sebagai kontribusi pemikiran untuk 

perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam menganalisis Pasal 81 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai 

perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 

 Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode 

penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif (statue approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menggunakan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini. 

 Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan pertama adalah 

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 

35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang tidak mengindahkan keterangan sanak korban 

yang dalam hal ini sebagai saksi korban dan keterangan hasil Visum et Repertum 

tidak sesuai dengan Pasal 185 ayat 6 KUHAP. Berdasrakan pemeriksaan 

persidangan akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa FL terhadap anak 

korban FS  mengakibatkan luka robekan yang dibuktikan dengan hasil Visum et 

Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT yang ditandatangani tanggal 8 Juli 

2014 oleh pemeriksa dr. CHRISTINA N. SANGER. Sehingga terdapat kesesuaian 

antara keterangan anak korban dengan hasil Visum et Repertum. Kemudian 

kesimpulan terhadap permasalahan kedua adalah Pertimbangan Hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang 

dalam amarnya menyatakan bahwa terdakwa Felix Lengkey  tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan serta membebaskan dari tindak pidana 

dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua tidak 

sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak di perkuat dengan keterangan Anak Korban yang 

menyatankan terdakwa menyetubuhinya dan setelah selesai terdakwa melarang 

anak korban bercerita pada orang lain bila Anak korban bercerita maka Anak 

Korban dan Terdakwa masuk penjara dan di kautkan lagi dengan hasil Visum et 

Repertum Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT. 

 Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat 

dalam skripsi ini adalah dalam mencari keyakinan hakim dalam upaya 

mendapatkan pertimbangan hukum hakim agar betul-betul mendalami setiap 

keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hendaknya Hakim 

mempertimbangkan Pasal 185 KUHAP dalam memutukan perkara pidana yang di 

hadapinya, dan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya betul betul 

mengacu pada fakta persidangan dan alat bukti dalam persidangan. Hendaknya 

hakim lebih jeli dalam menerapkan unsur pasal yang di dakwakan dalam 

persidangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada 

orang tua yang harus mendapatkan perlindungan  mental dan fisiknya, serta 

negara harus menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak 

asasi manusia.2  Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri baik 

secara mental, fisik dan pengaruh lingkungan sosial yang sangat berperan penting 

dalam tumbuh kembang anak. Orang tua sangat berperan penting dalam upaya 

perlindungan terhadap anak tetapi, masih kurangnya kesadaran orang tua sebagai 

orang yang terdekat dengan anak menimbulkan sering terjadinya kejahatan 

seksual terhadap anak. 

Bagi negara anak merupakan generasi penerus cita–cita perjuangan 

bangsa, maka anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh kembang secara 

optimal secara fisik, mental, dan sosial.3  Menurut Undang – Undang Tentang 

Perlindungan Terhadap Anak Pasal 1 ke 2 Perlindungan anak adalah segala 

kegiatan dilakukan oleh negara untuk menjamin dan melindungi anak dan hak–

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan terhadap anak untuk menjamin keberlangsungan tumbuh 

kembang anak telah dilakukan oleh negara melalui peraturan perundang–

undangan dan melalui peran orang tua secara langsung dalam kehidupan 

bermasyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat masih sering terjadi 

tindak pidana terhadap anak yang terjadi. Terutama tindak pidana terhadap anak. 

Salah  satu perkara pidana yang menarik untuk dikaji adalah perkara 

pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/ PN 

Arm, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut:  

                                                             
2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
3 Ibid 
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 Peristiwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada 

bulan Agustus 2013sekitar jam 12.00 s/d 13.00 WITA bertempat di dalam kamar 

di Pastori Gereja Bethel Indonesia Kolongan Minahasa Utara Desa Kolongan Jaga 

V Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara  atau setidak – tidaknya di 

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negari 

Arimadidi, terdakwa FL dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa anak yaitu F S yang dalam perkara ini sebagai anak korban 

yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 

70/2003 tanggal 19 Februari 2003 melakukan persetubuhan denganya. Awalnya 

pada waktu dan tempat seperti tersebut, terdakwa memanggil anak korban  untuk 

masuk ke kamar terdakwa dan memaksa untuk melakukan persetubuhan. Setelah 

melakukan persetubuhan terhadap anak korban terdakwa mengatakan kepada anak 

korban agar jangan menceritakan kepada siapapun mengenai kejadian ini karena 

jika ada yang tahu maka anak korban dan terdakwa akan masuk penjara. Karena 

takut anak korban tidak pernah menceritakan kepada siapapun mengenai 

perbuatan terdakwa. Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi anak korban 

bahkan sebelum melakukan hubungan badan terdakwa selalu memperlihatkan dan 

meminta anak korban untuk menonton film porno melalui handphone.  

Akibat dari perbuatan terdakwa, pada kemaluan anak korban mengalami 

robekan lama pada selaput darah arah jam 1, 12, 1, 5 dan jam 7 sesuai arah jarum 

jam dengan kesimpulan akibat kekerasan tumpul melalui liang kemaluan sesuai 

dengan Visum et Repertum Nomor: R/243?VER/VII/2014/PPT tanggal 8 juli 

2014 yang dibuat serta ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Chirtina N. 

Sanger dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk IV. Berkaitan dengan kasus 

pidana yang tersebut diatas, terdapat hal yang perlu dianalisis terutama dalam 

kasus perkara ini terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan 

alternatif dengan  dasar hukun Undamg – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Dakwaan ke satu primair terdakwa didakwa dengan Pasal 81 

ayat 1, dakwaan ke satu subsidair terdakwa di dakwa dengan Pasal 81 ayat 2 dan 

dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 82  Undang – Undang tersebut di 

atas. 
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Dalam persidangan pertimbangan hakim menyatakan bahwa, terdakwa 

tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum 

karena adanya perbedaan keterangan saksi korban dalam berita acara pemeriksaan 

yang terdapat dalam dakwaan dengan keterangan saksi korban pada saat 

pemeriksaan dalam persidangan. Oleh karena itu, mengindahkan keterangan saksi 

korban yang dalam perkara ini menjadi satu-satunya orang yang mengalami, 

melihat dan menderita langsung sebagai korban, hakim juga menjadikan 

pertimbangan keterangan saksi ahli mengenai hasil visum etrepertum beserta 

penjelasanya yang telah diperiksa dan disumpah keterangannya seperti anak  

korban dalam persidangan.  

Dalam putusan tersebut hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya.Telah tersebut 

di atas bahwa  putusan tersebut diputus oleh hakim pada tahun 2015, akan tetapi 

undang-undang tersebut telah diperbaruhi dalam Unang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam 

suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: PENJATUHAN PUTUSAN 

BEBAS TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN 

TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR:35/Pid. Sus./2015/PN Arm). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah dasar pertimbangan hakim tidak menghiraukan keterangan  anak 

korban dan alat bukti Visum et Repertum sudah sesuai dengan pasal 185 

ayat 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?  

2. Apakah  pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pasal 81 ayat 1 Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu 

tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yang hendak 

dicapai oleh penulis yaitu: 

 

1. Untuk menganalisis  pertimbangan hakim  yang tidak menghiraukan 

keterangan anak korban dan alat bukti Visum et Repertum dalam Putusan 

nomor: 35/Pid. Sus/2015/PN ARM dikaitkan dengan pasal 185 ayat 6 huruf b 

Kitang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang meyatakan terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan 

kepada anak dikaitkan dengan pasal 81 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Secara akademis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi 

penulis dan kawan–kawan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya terkait 

dalam memahami norma yang ada dalam  pasal 185 ayat (6) huruf b Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

2. Secara praktis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran 

untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam menganalisa Pasal 81 

ayat 1 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

mengenai perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak  

1.5 Metode Penelitian 

  Metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian guna menyusun 

suatu karya ilmiah yang dalam hal ini karya ilmiah berbentuk skripsi. Metode 
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penelitian tidaklah seragam dapat diterapkan untuk semua bidang ilmu.4H.J 

van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki 

metode sendiri sehingga tidak dimungkinkan penyeragaman metode untuk 

semua ilmu.5Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukanlah 

deskritif, sehingga metode penelitian yang digunakan berbeda dengan metode 

penelitian ilmu sosial.6 

1.5.1 Tipe Penelitian 

  Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian hukum (legal research). Morris L. Cohan menyatakan bahwa 

"Legal research is the process of finding the law governs activities in human 

society" yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia ialah 

"Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur perilaku 

dalam masyarakat". Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu 

hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, 

melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan 

memberikan pemecahan atas masalah tersebut.7 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

  Pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian 

hukum sejatinya ada 5 (lima) yaitu pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan 

historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan 

pendekatan perbandingan (comparative approach).8 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 

2 (dua) yaitu: 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

                                                             
4Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2014), hlm. 5. 
5Ibid, hlm. 19. 
6Ibid, hlm. 41. 
7Ibid,hlm.60. 
8Ibid, hlm.133. 
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Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan 

perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang 

dihadapi.9Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum 

dalam skripsi ini yaituUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak.  

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan Konseptual dilakukan apabila peneliti tidak menemukan 

jawaban dalam aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada 

aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga peneliti harus membangun 

suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Dalam membangun suatu 

konsep penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum.10Konsep yang digunakan penulis dalam 

skripsi ini berkaitan dengan konseptual yang terdapat dalam literatur. 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan hakim.11 

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi 

ini ialah perundang-undangan dan putusan hakim yang meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana, 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, 

                                                             
9Opcid,hlm,137. 
10 Ibid, hlm.177-188. 
11Ibid,hlm. 180. 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,  

5. Putusan Pengadilan Negeri Arimadidi Nomor 35/Pid.Sus/2015/ PN ARM. 

2) Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.12Bahan hukum sekunder 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi 

buku-buku teks dan artikel hukum di internet yang terkait 

dengan isu hukum yang ada dalam penelitian skripsi ini. 

 

1.5.4 Analisis Bahan Hukum 

Dalam melakukan penelitian hukum skripsi ini, dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:13 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum,  

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan,  

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu 

hukum, 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

di dalam kesimpulan. 

 

 

                                                             
12Opcid, hlm. 180. 
13Ibid, hlm.213. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tindak Pidana 

2.1.1 pengertian Tindak Pidana 

 

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit 

atau delict, tetapi di dalam berbagai perundang – undangan yang berlaku di 

Indonesia, dikenal dengan istilah – istilah yang tidak seragam dalam 

menerjemahkan strafbaar feit.14 Tindak pidana ialah suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa–

peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana. 

Menurut Andi Hamzah menyatakan,“ Delik merupakan suatu tindakan 

yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang 

(pidana)”.Delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, 

yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing – masing memiliki arti: 

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 

2. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 

3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 

Menurut Moeljatno menyatakan,“Strafbaarfeit sebenarnya adalah kelakuan 

manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang–undangan”. Menurut 

Jonkers menyatakan,“Strafbaarfeit sebagai peristiwa yang melawan hukum 

(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.Menurut Pompe 

menyatakan,“Strafbaarfeit adalah suatau pelanggaran norma (gangguan terhadap 

tertib hukum) yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja telah dilakukan 

oleh seorang pelaku, yang penjatuhan penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah 

perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. 

                                                             
14 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Penetersier Indonesia,(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.7 
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Menurut Simons menyatakan,“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan natas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.15  Maka, istilah 

strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat 

dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) 

2.1.2 Unsur – unsur Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan 

yang dapat dipidanakan dalam suatu peraturan perundang – undangan pidana yang 

dapat dipidanakan. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan 

dalam peraturan perundang – undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang 

dan disertai dengan saksi. Dalam rumusan tersebut dirumuskan beberapa unsur 

atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas 

dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana 

menunjuk pada perbuatanya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana 

kalau dilanggar.Menurut Simons menyatakan,“unsur – unsur tindak pidana 

(strafbaarfeit) adalah”: 

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat),  

2. Diancam dengan pidana (strafbar gesteld), 

3.  Melawan hukum (onrechtmatic), 

4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang 

yang mampu bertanggung jawab (toerkeningsvatoaar person). 

Terdapat juga adanya unsur objekti dan unsur subjekti dari tindak pidana ( 

strafbaar feit). 

Unsur Objektif: 

1. Perbuatan orang, 

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu,  

3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 

Unsur Subjektif: 

                                                             
15 Opcid, hlm. 6 
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1. Orang yang mampu bertanggung jawab, 

2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa), 

3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.16  

2.1.3 Tindak Pidana Persetubuhan 

Permasalahan sesksual di Indonesia terhadap wanita yang dalam penelitian ini 

wanita sebagai anak perlu mendapatperhatian yang lebih serius. Terdapat 

kecenderungan bahwa korban wanita sebagaianak sering terabaikan oleh lembaga 

yang bersangkutan dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan 

perlindungan dan perhatian yang cukup berdasarkan hukum. Kejahatan seksual 

merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang terjadi pada anak, 

apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dalam penelitian ini dilakukan oleh 

seorang pastor terhadap anak angkatnya sendiri yang pada hakikatnya ayah 

merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman 

kejahatan apapun yang mengancamnya. 

Peraturan perundang–undangan telah menjelaskan tentang pengertian tindak 

pidana persetubuhan, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan dasar 

hukum KUHP dan Undang – Undang Perlindungan Anak.Menurut Pasal 287 ayat 

(1) KUHP menyatakan persetubuhan adalah,”Barangsiapa bersetubuh dengan 

seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus 

diduganya, bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, 

diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun.” Kejahatan dalam pasal 

ini merupakan suatu delik aduan.17  

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak 

pidana persetubuhan pada Pasal 81 ayat(1) menyatakan,”Setiap orang yang 

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 

untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan 

paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam pulu juta rupiah),”. Ketentuan pidana 

                                                             
16 Ibid, hlm 7-8 
17 KUHP Pasal 287 ayat (1) 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan 

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 

untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.18  

Asas yang kita ketahui dalam hukum pidana salah satunya adalah asas”lex 

specialis derogate lex generalis”yang artinya aturan perundang-undangan yang 

lebih khusus mengesampingkan aturan perundang-undangan yang  umum. Asas 

ini menjamin kepastian hukum untuk penegak hukum menerapkan suatu peraturan 

perundang- undangan.Maka delik aduan dalam Pasal 287 KUHP pelaku 

persetubuhan terhadap anak sudah tidak dapat diterapkan lagi karena secara 

khusus Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur 

ketentuan pidana materiil perbuatan persetubuhan terhadap anak. 

2.2 Pembuktian 

2.2.1 Pengertian pembuktian 

Dalam setiap perkara tindak pidana yang telah dilimpahkan oleh 

kepolisian pada kejaksaan. Kejaksaan membuat suatu surat dakwaan yang 

dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan di pengadilan. Pada setiap 

persidangan yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa dalam persidangan adalah 

surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Di persidangan inilah diusahakan untuk 

mengadakan bukti–bukti atau untuk membuktikan bahwa apa yang didakwakan 

kepada terdakwa adalah benar. 

Pembuktian merupakan masalah yang pelik dan justru masalah 

pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Tujuan hakim 

dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan 

bukanlah untuk mencari kesalahan seseorang. Menurut Van Bemmelen 

menyatakan,“pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak 

dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim: 

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh 

pernah terjadi, 

2. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.19 

Berdasarkan pendapat tersebut pembuktian terdiri dari: 

                                                             
18 Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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3. Menunjukan peristiwa – peristiwa yang dapat diterima oleh 

pancaindera,  

4. Memberikan keterangan tentang peristiwa – peristiwa yang telah 

diterima tersebut,  

5. Menggunakan pikiran logis.20 

Maka pengertian membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal–hal yang 

dapat ditangkap oleh pancaindera mengutamakan hal–hal tersebut, dan berpikir 

secara logika. Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus 

memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian 

konkret, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan dilakukan pembuktian maka hakim, 

meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian sesungguhnya, 

dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga 

memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.Berdasarkan uraian tersebut di atas 

maka pembuktian adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengatahui, 

memahami kejadian dan/atau peristiwa yang terjadi untuk memperoleh keyakinan 

dan kepastian dalam suatu peristiwa. 

2.2.2 Macam – macam Alat Bukti 

Dalam setiap kejadian – kejadian yang harus dibuktikan pada hakikatnya 

selalu terletak dalam masa yang lampau, maka keperluan alat – alat pembantu 

untuk dapat menggambarkannya kembali tentang terjadinya peristiwa pidana yang 

dalam hal ini bisa diambil dari berkas – berkas yang ditinggalkan atau dari 

keterangan orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang 

terjadinya peristiwa itu. Kemudian dari hasil penelitian atas berkas atau 

keterangan orang tersebut dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali 

tentang kepastian yang telah pernah terjadi. Atas dasar uraian tersebut dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti adalah alat yang 

dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang 

kepastian terjadinya tindak pidana. 

                                                                                                                                                                       
19 Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanase,Ruben Achmad, Hukum Acara Pidana, (Bandung: 

Angkasa, 1990) hlm. 135 
20 Opcid, hlm. 186 
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Hakim di dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materil wajib 

mentaati ketentuan – ketentuan tentang alat – alat bukti yang disebut dalam 

perundang – undangan. Menurut Pasal 184 KUHAP alat – alat bukti yang 

dimaksud adalah: 

1. Keterangan saksi, 

2. Keterangan ahli, 

3. Surat, 

4. Petunjuk,.   

5. Keterangan Terdakwa. 

Menurut Pasal 1 Butir 27 KUHAP menyatakan, “Keterangan saksi adalah 

salah satu alat bukti dalam perkara pidana pidana yang berupa keterangan dari 

saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Dengan 

demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan 

merupakan keterangan saksi. Menurut Pasal 185 Ayat (1) KUHAP 

menyatakan,“Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 

nyatakan di sidang pengadilan”. 

Dalam persidangan keterangan saksi memiliki syarat formil dan syarat 

materil. Menurut Pasal 160 Ayat (3) KUHAP menyatakan,“keterangan seorang 

saksi yang dianggap sah, jika diberikan di bawah sumpah. Mengenai keterangan 

saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak 

merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan–

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan  sebagai tambahan alat 

bukti sah yang lain. Sebagai syarat formil, menurut Pasal 185 Ayat (2) KUHAP 

dinyatakan pula  bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 

kepadanya. 

Menurut Pasal 185 Ayat (4) KUHAP menyatakan, “Keterangan beberapa 

saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat 

digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 

hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga membenarkan 
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adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”. Mengenai syarat  materil menurut 

Pasal 1 Butir 27 jo. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, “Keterangan saksi sebagai alat 

bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu 

peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, 

dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. 

Keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. 

Dengan demikian suatu kesaksian  yang didengar orang lain (testomonium de 

auditum) tidak diakui oleh undang – undang sebagai alat pembuktian yang sah. 

Menurut Pasal 185 Ayat (6) KUHAP menyatakan,”dalam menilai kebenaran 

keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh–sungguh memperhatikan”: 

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi dengan memberikan 

keterangan yang tertentu,  

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.Selain keterangan 

saksi, maka dalam suatu proses pembuktian ini terdapat saksi yang mempunyai 

kedudukan khusus, ialah parah ahli. Mereka ini dapat bertindak sebagai:  

1. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal. Orang ini 

hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang 

ditanyakan kepadanya tanpa melakukan pemeriksaan.  

2. Seorang saksi ahli (getuige deskundige) yang ditanya pengetahuannya 

mengenai suatu perkara. Orang ini menyaksikan barang bukti atau ”saksi 

diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. 

Menurut Pasal 1 Butir 28 KUHAP menyatakan, “ menyatakan keterangan 

ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus 

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan pemeriksaan”. Menurut Pasal 186 KUHAP menyatakan, 

“menyebutkan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang 

seorang ahli menyatakan dalam sidang pengadilan. Menurut Pasal 180 Ayat (1) 
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KUHAP menyatakan,“menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk 

menjernihkan duduknya perkara yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua 

sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula diajukan bahan – bahan baru 

oleh yang berkepentingan. Alat bukti selanjutnya adalah surat, yang 

pengertiannya terdapat dalam Pasal 187 yang menyatakan,“Surat sebagaimana 

tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau 

dikuatkan dengan sumpah”, adalah: 

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 

dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangan itu,  

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan 

atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau keadaan,  

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari 

padanya, 

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain.21  

Dalam suatu alat bukti petunjuk juga dapat digunakan sebagai suatu alat 

bukti. Menurut Pasal 188 KUHAP menyatakan,“petunjuk adalah perbuatan, 

kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan 

yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat 

pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya aalah hal – hal yang disimpulkan 

dari alat – alat pembuktian yang lain. Menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya 

dapat diperoleh dari: 

1. Keterangan saksi, 

                                                             
21 Ibid, hlm. 195 
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2. Surat,  

3. Keterangan terdakwa. 

Selanjutnya dalam Ayat 3 dari Pasal yang sama menekankan bahwa 

penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan 

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati 

nuraninya.Keterangan terdakwa juga sangat diperlukan dalam suatu persidangan 

dalam hal ini digunakan sebagai suatu alat bukti. Menurut Pasal 189 

menyebutkan, “keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di 

sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau 

dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan 

di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat 

dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di siddang, asalkan keterangan 

itu didukung oleh suatau alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 

didakwakan kepadanya. 

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus 

dinilai dengan alat bukti yang lain. Dalam pemeriksaan di sidang kemungkinan 

terdakwa tidak mau menjawab (diam) atau menolak memberikan jawaban. Hal 

yang demikian ini tidak boleh diterima sebagai bukti bahwa ia mengakui 

kesalahannya. Menurut Pasal 175 menyatakan “jika terdakwa tidak mau 

menjawab atau menolak untuk menjawab, hakim menganjurkan untuk menjawab 

dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.22 

2.3 Pertimbangan Hakim 

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim 

Peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara untuk 

menjamin keselamatan masyarakat, peraturan tersebut tidak ada artinya bila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yan diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas 

dan tidak memihak.Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki 

                                                             
22 Ibid, hlm. 196 
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kewenangan dalam perundang-undangan yang berlaku melalui putusannya. Dalam 

peradilan pidana hakim tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, pada 

prinsipnya menentukan suatu hak atau perisiwa atau kesalahan dianggap telah 

terbukti yang didukung dengan adanya alat bukti menurut undang-undang juga 

ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.23  

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari suatu perkara yang diperiksa 

dan diadili oleh seorang hakim berdasarkan pertimbangannya. Hakim 

memberikan keputusannya melalui pertimbangan berikut:24 

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya, 

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah 

dan dapat dipidana, 

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

dipidana. 

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.25 Menurut Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan,”tugas 

hakim untuk mengadili perkara untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dalam 

melaksanakan tugasnya hakim harus independen dan tidak boleh memihak atau 

terpengaruh pada siapapun. Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu keputusan 

yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria 

dasar pertanyaan (the four way test)yaitu:26  

1. Benarkah putusanku ini?, 

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?, 

3. Adilkah bai pihak-pihak putusan?, 

4. Bermanfaatkah putusanku ini? 

                                                             
23 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,(Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), hlm 103 
24 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1997), hlm.74 
25 Pasal 195 KUHAP 
26 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm, 136 
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Pedoman pemberian pidana (strafftoeneting-leidraad) akan 

memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaanya, setelah terbukti bahwa 

tertuduh telah melakukan perbuatan yang yang dituduhkan kepadanya. Dalam 

daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang 

diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan 

penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya 

seperti yang dijatuhkan itu.  

2.3.2 Macam – Macam Pertimbangan Hakim 

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari 

batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari 

batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus 

putusan, Menurut Moeljanto ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara, yaitu:  

1. Teori Keseimbangan, 

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut 

atau berkaitan dengan perkara.  

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan 

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku 

tindak pidana, hakim akan melihat pidak terdakwa atau Penuntut Umum 

dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan 

pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada 

pengetahuan dari hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan, 

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19 
 

 
 

4. Teori Pendekatan Pengalaman, 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 

5. Teori Ratio Decindendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengjketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada 

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi 

para pihak yang berpekara. 

6. Teori Kebijaksanaan 

Aspek teori ini menkankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik 

dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna 

bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. 

2.4 Putusan Hakim  

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim 

Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang 

definisi putusan hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 11 menyatakan, “ 

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

undang – undang ini”. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk 

memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa 

perkaranya.Dalam menangani suatu perkara, hakim diberi kebebasan oleh 

undang–undang dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau 

mempengaruhi hakim. Hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar 

putusannya benar–benar memberikan keadilan. 
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Menurut KUHAP Pasal 200 menyatakan,”Hakim untuk memberikan 

kepastian bagi terdakwa agar tidak berlatut–larut waktunya untu mendapatkan 

surat putusan tersebut, dalam rangka ia akan menggunakan upaya hukum”. Selain 

itu dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perbedaan antara putusan yang 

diucapkan dengan putusan yang tertulis. Syarat sah nya suatu putusan hakim 

mencakup dua hal yaitu memuat hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang 

yang terbuka untuk umum. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak 

kepada siapapun juga, dalam persidangan semua diperlakukan sama. 

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari 

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis dan berkembang di 

dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan tanggung jawab hakim dalam 

melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang 

diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan 

kepada hukum, dirinya sendiri, ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting 

lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.27 

2.4.2 Macam – Macam Putusan Hakim 

Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana terdapat dua jenis 

putusan, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Kedua 

putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauh mana suatu perkara diperiksa oleh 

hakim. Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan 

yang dijatuhkan disebut putusan akhir. Namun apabila pemeriksaan sebelum 

memasuki pokok perkaranya, putusan yang dijatuhkan disebut putusan yang 

bukan putusan akhir. Menurut KUHAP Pasal 156 ayat (1) menyatakan, “Putusan 

yang bukan putusan akhir adalah untuk memutus diterima atau ditolaknya 

keberatan terdakwa atau penasehat hukumnya atas surat dakwaan penuntut umum 

yang dapat berisi:28 

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya,  

2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, 

3. Surat dakwaan harus dibatalkan. 

                                                             
27 Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori Dan kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,1998), 

hlm.67 
28 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm.102 
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Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan dimaksud, setelah pihak 

penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Putusan ini 

dapat mengakhiri perkara, apabila putusannya keberatan tersebut dan kedua belah 

pihak menerima putusan. Menurut KUHAP Pasal 182 ayat (3) mengenai putusan 

akhir  menyatakan,”Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk 

mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah 

terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan 

ruangan sidang” dan pada ayat (8) menyatakan,” Putusan pengadilan negeri dapat 

dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya 

harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum”. 

 Putusan akhir baru dapat dijatuhkan hakim setelah dilakukan pembuktian, 

tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik. Putusan dapat dijatuhkan pada hari 

itu atau bila hakim belum siap dengan putusannya persidangan dapat ditunda pada 

waktu mendatang. Dalam sistem Hukum Acara Pidana, pada pokokmya terdapat 

dua jenis putusan pengadilan: 

1. Jenis putusan yang bersifat formil, 

2. Jenis putusan yang bersifat materil. 

Jenis putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan 

merupakan putusan akhir yaitu: 

1. Menurut Pasal 148 KUHAP menyatakan,”Putusan 

yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa 

suatu perkara (onbevoegde verklaring)”, 

2. Menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP 

menyatakan,”Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat 

dakwaan penuntut umum batal (nietig verklaring van de acte van 

verwijzing)”, 
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3. Menurut Pasal 156 Ayat (1) menyatakan,”Putusan 

yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard)”,29 

4. Putusan yang berisi penunaan  pemeriksaan perkara 

oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).  

Jenis putusan yang bersifat materil adalah jenis putusan pengadilan yang 

merupakan putusan akhir (eind vonnis), yaitu: 

1. Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyatakan,”putusan yang 

menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrispraak), 

2. Menurut Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menyatakan,”putusan yang 

menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman 

(onstslag van alle rechtvervolging), 

3. Menurut Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan,”putusan yang berisi 

suatu pemidanaan (veroordeling). 

Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (putusan 

bebas) adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan apabila hakim 

berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di 

persidangan.Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa adalah karena kurangnya bukti 

yang ditetapkan oleh undang – undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada 

keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat bukti 

terpenuhi tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. 

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak 

menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu,  

melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Maka, bahwa 

kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di persidangan hal itu 

tidak terbukti.Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala 

tuntutan hukuman. 

 

                                                             
29 Opcid, hlm. 197 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah dan hasil dari pembahasan 

yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang tidak 

menghiraukan keterangan Anak Korban yang dalam hal ini 

sebagai Anak Korban dan  hasil Visum et Repertum tidak 

sesuai dengan Pasal 185 ayat 6 KUHAP. Berdasrakan 

pemeriksaan persidangan terdapat kesesuaian antara 

keterangan Anak Korban dalam persidangan dapat digunakan 

sebagai petunjuk pertimbangan hakim dengan Alat Bukti yang 

menyatakan telah terjadi  luka robekan pada kelamin Anak 

Korban yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum 

Nomor: R/243/VER/VII/2014/PPT,  

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Arimadidi Nomor: 35/Pid.Sus./2015/PN-Arm yang dalam 

amarnya menyatakan bahwa terdakwa Felix Lengkey  tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan serta 

membebaskan dari tindak pidana dalam dakwaan Kesatu 

Primair, Kesatu Subsidair, dan dakwaan Kedua tidak sesuai 

dengan ketentuan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibukan dengan 

keterangan Anak Korban sebagai petunjuk yang menyatankan 

terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak di kautkan 

lagi dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 

R/243/VER/VII/2014/PPT. 
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4.2 Saran 

1. Hendaknya dalam mencari keyakinan hakim dalam upaya 

mendapatkan pertimbangan hukum hakim agar betul-betul 

mendalami setiap keterangan saksi dan alat bukti yang ada 

dalam persidangan. Hendaknya Hakim mempertimbangkan 

Pasal 185 ayat 6 huruf b KUHAP dalam memutukan perkara 

pidana yang di hadapinya.  

2. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya 

betul betul mengacu pada fakta persidangan dan alat bukti 

dalam persidangan lebih jeli dalam menerapkan unsur pasal 81 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yang di dakwakan dalam persidangan.  
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